BUPATILAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka
perlu mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 34
Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak
sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu meninjau
kembali Peraturan Bupati dimaksud;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 termasuk Kota Praja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembahan
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4365);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2008y);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Sara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4959);



Menetapkan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Jampung Selatan
(Lemnbaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disingkat BFPRD adaleh Badan Pen-.lola
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

6. Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Perundang-
undangan yang berlaku.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan, imbalan secara langsung dan digunakan
untuk  keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentik usaha tetap.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan pajak yang terutang.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak
atau kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan, baik dari sumber alam di dalam dari/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan
Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Perundang-undangan dibidang Mineral dan
Batuan.

Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari
sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan
Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data ohjek dan subjek pajak atau
retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau ret~busi
kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan
penyetorannya.
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Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dari atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan
besarnya jumlah pajak yang terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang men¢ntukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau seharusnya tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Sural Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.
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(3)

Objek Pajak Min~ral Bukan Logam dan Batuan adalah
kegialan pengambilan Mincral Bukan Logam dan Batuan
yang meliputi:
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asbcs;

batu Lulis;

batu setengah permata,
batu kapur;

batu apung;

batu permata;
bentonit;

declomit;

feldspar;

garam batu (helite);
gralit;
granit/andesit;

. gips;

kalsit;
kaolin;
leusit;
magnesit;
mika;
marmer,
nitrat;
opsidien;
oker;

. pasir dan kerikil;

pasir kuarsa;
perlit;
phospat;

. talk;

. tanah serap (fullcrs carthy);
. tanah diatomc;

. tahan liat;

. tawas (alum);

tras;

. yarosif;
.zeolit;

basal;

trakkit; dan

Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undang=-.

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagai berikut :

a.

kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara
komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk
keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/
telepon, penanaman kabel listrik  /  telepon,
penanaman pipa air / gas.

kegiatan pcngambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang mcrupakan ikutan dari  kegiatan
pertambangan  lainnya yang tidak dimanfaatkan
secara komcersial; dian



c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Pasal 3

(1)  Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan
Logam. dan Batuan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN
Pasal 4
(1) Dasar pengenaan Pajuk Mineral Bukan Logam dan

Batuan adalah hasil pengambilan mineral bukan logam
dan batuan dari mulut tambang.

(2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
dihitung dengan mecngalikan volume/tonase pengambilan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan
ketetapan harga pasar.

(3) Ketetapan harga pasar sebageimana dimaksud pada ayat
(2) adalah harga patokan penjualan mineral bukan logam
dan batuan berdasarkan Keputusan Bupati tentang
Ketetapan Harga Pasar Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

Pasal 5

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan
sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan
Rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = hasil pengambilan mineral bukan
logam dan batuan x 20%

hasil pengambilan = volume / tonase x ketelapan harga
mineral bukan logam pasar masing-masing jenis mineral
dan batuan bukan logam dan batuan



BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah pemungutan Pajak Mincral Bukan Logam dan Batuan
adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BABV
MASA PAJAK

Pasal &

Masa Pajak adalah jangka wakti: yang lamanya 3 (tiga) bulan
kalender

BAB VI
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJIB P2 JAK

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 9

(1)  Pendataan objek dan subjek Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan dilakukan dengan memberikan formulir
pendataan kepala Orang Pribadi atau Badan yang
mengambil mincral bukan logam dan batuan.

(2)  Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang
mengambil mineral bukan logam dan batuan atau
kuasanya.

(3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan
jelas, Dbenar dan lengkap serta ditandatangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
pendaftaran kepada Kepala BPPRD untuk menjadi wajib
pajak daerah.

(4)  Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat dalam
daftar wajib pajak dan kartu data yang merupakan hasil
akhir yang akan dijadikan sebagai dasar pcmcriksaan
SPTPD yang dilaporkan oleh wajib pajak.

(5) Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran | dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(2)

(3)

(4)

(6)

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 10

Pendaftaran wajib  »najak  menggunakan formulir
pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala BPPRD
melalui Bidang Pengembangan dan Penetapan.

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani
oleh orang pribadi atau badan yang dapat mengambil
mineral bukarn logam dan batuan atau kuasanya dengan
mclampirkan :

a. fotokopi identitas dirt;
b. surat izin usaha dart instansi yang berwenang; dan

c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
dengan disertal (otokopi identitas penerima kuasa.

Formulir pendaftaran scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus disampaikan ke Bidang Pengembangan dan
Penetapan BPI'RD, paling lambat 7 (tujuh) har sejak
yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

Orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral
bukan logam dan batuan yang telah didaftar, Kepala
BPPRD menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib
Pajak dengan mencrbitkan NPWPD

Apabila orang pribadi atau badan yang menganbil
mineral bukan logam dan batuan tidak melaksanakan
pendaftaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
BPPRD menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BENTUK, ISI, TATA CARA PENERBITAN DAN PENGISIAN

(1)

SPTPD, SKPDK.B, SKPDKBT DAN SKPDN

Bagian Kesatu
Penerbitan SPTPD

Pasal 11

Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan benar,
jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau
kuasanya  serta menyampaikan kepada  Bidang
Pengembangan dan Penetapan BPPRD.



(1)

(2)

(1)

Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang
Pengembangan ,dan Penetapan BPPRD dan/atau
diperolch melalui petugas yang ditunjuk.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
pelaporan hasil pengambilan mineral bukan logam dan
batuan.

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) setiap
bulan.

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari
libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1
Isatu) hari kerja berikutnya.

SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditanda
tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} tercantum dalam Lampiran Il
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
diberikan teguran secara tertulis oleh Bupati.

Bentuk dan Format Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penerbitan SKPDKR, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 13

Dalam jangka waktu 5 (lima} tahun sesudah saat
terutangnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Bupati dapat mencrbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
Keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD
ternyata tidak benar, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan yang terutang tidak atau kurang
dibayar;

2. apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD
kepada Kepala BPPRD dalam jangka waktu
tertentu dian sctelah ditegur secara tertulis; atau

3. apabila kcewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
terutang dihitung secara jabatan.




(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan
data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
terutang; dan

c. SKPDN jika jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan yang kurang dibayar atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihilung sejak saal (erutangnya Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Jumlah kexurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan yang kurang dibayar atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empal) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V, VI, VII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN,
PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PEMBAYARAN ANGSURAN

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 14

Tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dilakukan dengan cara menghitung, melapor dan
melakukan pembayaran sendiri (self assesment system).

Menghitung, melapor dan membayar sendiri sebagaimana
dimaxsud pada avat (1), adalah sebagai berikut :

a. wajib pejak mcnvampaikan laporan produksi hasil
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan
mulut tambaing dan perhitungan pajak terutang;

b. hasil perhitungan Wajib Pajak akan diteliti dan
diverifikasi kebenarannnya oleh petugas yang
ditunjuk;

Pajak terutang dituangkan dalam SPTPD;
. wajib pajak membayar sendiri Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan berdasarkan SPTPD; dan

o0

e. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka
diterbitkan SKPD secara jabatan.

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dilarang diborongkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

Pcmbayaran dan penyectoran Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan yang terutang oleh wajib pajak atau
kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD) atau dokumen yang dipersamakan.

Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang berdasarkan SPTPD paling lama 30 (tiga
puluh)hari kerja sctelah saat terutangnya pajak.

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak mineral bukan logam dan
batuan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dan
hurus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkan.



(4) Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang
disetorkan langsung ke Rekening Kas Daerah atau dapat
melalui bendahara penerimaan BPPRD.

(5) Apabila pembayaran oieh wajib pajak atau kuasanyva
dilakukan melalui bendahara penerimaan BPPRD, maka
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja,
bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah
sesuai peraturan peruncang-undangan yang berlaku.

(6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu
penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.

(7) Bentuk dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan STPD schbagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam lampiran VI dan IX dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penagihan dengan Surat Paksa

Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, dan putusan banding yang tidak atau kurang
dibayar oieh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan
surat paksa.

(2) Penagihan Pajak dcngan surat paksa dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penundaan Pembayaran dan Pembayaran
Angsuran

Pasal 17

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dilakukan

sebagai berikut :
[}

a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara
angsuran maupun menunda pembayaran Pajak Mineral
Bukan Logam dan DBatuan harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan
disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi
SKPDKB, SKPDKRBT, STPD, dan Putusan Banding yang

diajukan permohonannya.




b. permchonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
melampirkan rincian utang Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan pada tahun pajak yang bersangkutan dan
disertai dengan alasannya serta sudah diterima Bupati
paling lama 7 (twuh) hari kerja sejak diterbitkan
SKPDKB, SKPDKDT, STPD, dan Putusan Banding yang
diajukan permohovnannya.

c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun
penundaan  pembayaran yang disetujui  Bupati
dituangkan dalam Kcputusan yang dikeluarkan setelah
terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala BPPRD.

d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib
pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang
dalam masa pajak berjalan;

€. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu)
bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang
termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Putusan
Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati;

f. pembayaran secara eangsuran maupun penundaan
pembayaran yang disctujui Bupati dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen);

g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai
berikut :

1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat
jurnlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan
antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan
diangsur dengan pokok pajak angsuran;

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara
jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan
jumlah angsuran;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa
angsuran derigan bunga sebesar 2 % (dua persen);
dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran

adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan
bunga sebesar 2 % (dua persen).

h. Perhitungan untuk pcnundaan pembayaran adalah
sebagai berikut :

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seiuruh
jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil
perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan
Jumlah pajak terutang yang ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh
jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan
jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan bulan; dan

/"//—,



(1)

(2)

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus
paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang
telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

terhadap wajib pajak yang telah ~mengajukan
permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat
mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang yang
sama.

BAB IX
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 18

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat
memberikan pengurangan atau keringanan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang terutang.

[y

Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang
ditetapkan oleh Bupati.

Pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan terutang paling tinggi 25%
(dua puluh lima persen).

Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang adalah
sebagai berikut :

a. permohonan pengurangan atau keringanan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas dan
dapat dipertanggungjawatkan dengan melampirkan
fotokopt KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib
melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP
penerima kuasa);

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Bupati melakukan analisa kelayakan
permohonan pengurangan atau keringanan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;

c. apabila alasan permohonan pengurangan atau
keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang terutang dikabulkan, maka Bupati menerbitkan
keputusan pengurangan atau keringanan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;

d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang
ditnlak, Bupati harus memberitahukan kepada wajib
pajak disertai alasan penolakannya; dan




e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang
harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 3
(tiga) bulan s¢jak tanggal permohonan diterima.

Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan atau
keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercaatum
dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI

ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU

(1)

(2)

)

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 19

Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib
pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pcngurangan atau Penghapusan sanksi administratif
berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Mincral Bukan
Logam dan Batuan yang terutang dilakukan terhadap
sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB
atau SKPDKBT.

Tala cara progaringan aag penplapaan ot
administratif sebg;gaimana dimaksud pada ayat (1), diatur

sebagai berikut :

a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis
dalam bahasa Indoncsia kepada Bupati dengan alasan
yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan
fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7
(tuyjuh) bhari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB
atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib
rnelampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP
penerima kuasa,

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dim:le
pada hurul a, Bupati menunjuk Kepala BPPRD ui .k
melakukan pengkajian dan penelitian;

¢. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada
Bupati sebagai dasar untuk memberikan keputusan;

d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif, ditetapkan oleh Bupati;



e. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelan
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Bupati harus mecmberikan keputusan berupa
dikabulkan atau ditolak; dan

. apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada hurufl e, Bupati belum

membecerikan keputusan, maka permohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap
dikabulkan

(4)  Terhadap permohonan yang ditolak, Bupati :

a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan
penolakannya; atau

b. memerintahkan kepada wejib pajak untuk membayar
pajak terutang beserta sanksi administratif dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Terhadap pcrmohonan yang disetujui, atau karena
jabatan becrdasarkan alasan yang dapat diterima, Bupati
mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi dan
memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB
dan SKPDKBT.

(6) Wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan paling lama 1 (satu) bulan
scjak disctujuinya pcrmohonan scbagaimana dimaksud
pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 20

Bupati berdasarkan pcrmohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya, dapat memibetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB vyang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Fasal 21

Bupati berdasarkan permohonanan wajib pajak dapat :

a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

b. mengurangkan atau membatalkan STPD; dan

C. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilaksanakan
atau Cditerbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

Pasal 22

Pengurangain atau pembatalan Pajak Mineral P-kan
Logam dan Batuan yang terutang atas dasar permohonan
wajib pajak diatur sebagai berikut :

a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dalam jangka
waktu 7 (tujuh) har kerja sejak diterbitkan SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;

b. surat permolwonan wajib pajak didukung oleh fakta
baru yang me¢yakinkan;

c. dalam surat permohonan  wajib  pajak  harus
dilampirkan dokume:n berupa fotokopi:

1. identitas diri vang sah/KTP, apabila dikuasakan
wajib mclampirkan surat kuasa bermaterai dan
fotokopi KTP penerima kuasa;

2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang digyakan permononannya; dan

3. alasan yang mcndukung diajukannya permohonan.

Pergajuan  permohonan  yang  tidak  memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), tidak
dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan
dikembalikan kepada wajib pajak.

Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan karena jabatan dilakukan oleh
Bupati atas usul Kepala BPPRD berdasarkan
pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 23

Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 atau karena jabatan, Bupati
meminta Kepala BPPRD untuk membahas pengurangan
atau pembatalan kctetapan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan dengan melampirkan tclaah pertimbangan
atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan laporan Kepala BPPRD dan tclaahan
pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan
ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Bupati memberikan keputusan.

Pasal 24

Setelah  diterbitkannya  Keputusan  pengurangan atau
pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Bugati segera:



(1)

(3

(4)

melakukan pembatalan kctctapan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan yang lama atau memberikan catatan
atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB; dan

memerintahkan  kepada  wajib  pajak  melakukan
pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang . terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah
diterimanya keputusan.

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 25

Setiap Wajib Pajak yang mclakukan usaha dengan omzet
paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) diatur lebih lahjut sebagai berikut :

a. pembukuan paling sedikit memuat pemasukan,
pengeluaran dan saldo;

b. pembukuan disclenggarakan  sccara  kronologis
berdasarkan urutan waktu,

c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 {satu)
tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan
batuan, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;

d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga
dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh wajib pajak yang menjadi
dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;

e. neraca; dan

laporan rugi laba perusahaan.
Setiap wajib pajak vang melakukan usaha dengan omazet
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orang atau badan yang melakukan pengambilan minerai
bukan logam dan batuan, adalah sebagai berikut :



(1)

(2)

(3)

(2)

a. menvelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan
atau penerimaan secara brutto dari hasil
pengambilan mineral bukan logam dan batuan;

b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis
berdasarkan urutan waktu;

c. apahila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu)
tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam
dan batuan, maka rekapitulasi dilakukan secara
terpisah; dan

d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain
sehingga dapat diketahui jumlah uang yang
diterima atau yang seharusnya diterima oleh wajib
pajak.

Rekapitulasi scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
disclenggarakan dcngan scbaik-baiknya dan  harus
mencerminkan Kkegiatan pengambilan mineral bukan
logam dan batuan sebenarnya.

Pasal 26

Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan
norma pembukuan yang berlaku.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dijadikan cdasar untuk menghitung atau mengetahui
besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
terutang.

Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta
dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari wajib
pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 27

Dalam rangka pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Bupati bcrwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka
melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Untuk keperluan pemecriksaan, petugas pemeriksa harus
dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat
perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada
Wajib Pajak yang diperiksa.




(S)

(6)

Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban
yang menyebaltkan  petugas pemeriksa menemui
kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima
atau yang scharusnya ditcrima oleh wajib pajak, maka
untux pengenaan besarnya Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan yang terutang dapat dilakukan dengan
metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan
tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Dalam hal pemcriksaan pcmbukuan atau audit, Bupati
berdasarkan  permohonan  Kepala  BPPRD  dapat
menunjuk Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
untuk mendapingi petugas pemeriksa pajak.

Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa
pajak, Bupati dapat mcminta bantuan pengamanan dari
aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.

Apabila daiam pengungkapan pembukuan, pencatatan
atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh
petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh
suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban
Lol ' i I :

pemeriksaan.
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Pasal 28

Atas kelebithan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.

Kelebihan pembayaran sebagarnana dimaksud pada ayat
(1) terjadi apabila :

a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar
ternyata lebih besar dari yang scharusnya terutang;
atau

b. dilakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan yang tidak seharusnya terutang.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan :

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dengan mencantumkan besarnya
pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang
jelas;

etau  fotokop. identitas penerima kuasa apabila
dikuasakan;

ShiPDLB aan buku pcmbayaraﬁ yang sah; dan



(4)

()

(7)

(8)

()

(1)

(3)

d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak,
dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak
harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.

Permohonan pengembalian  yang tidak  memenuhi
persyaratan sebagairnana dimaksud pada ayw«.. (3)
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap
permohonan pengembaiian sebagai dimaksud pada ayat
(2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Bupati harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat
(6) terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

Pasal 290

Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak,
maka pengembalian Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan
l.ogam dan Batuan dibebankan pada mata anggaran
pengembalian pcndapatan pajak dengan  koreksi
pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

SP2D atas kelebihan pembavaran Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan tahun sebelumnya yang telah ditutup,
dibebankan pada mata anggaran tak terduga.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB XIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN
Pasal 30

Pclaksanaan, pcmberdayaan, pengawasan dan
pengendalian Pajak Mincral Bukan Logam dan Batuan
ditugaskan kepada 13I’PRD.

Dalam melaksanakan tugasnya BPPRD dapat bekerja
sama dengan instansi tcrkait dan tim teknis.

BAB XIV
JATUH TEMPO PAJAK TERUTANG

Pasal 31

Bagi wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau
penanggung Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dengan cara menghitung sendiri(Self Assesment) jatuh
tempo pajak terutang (SKPDKB atau SKPDKBT) adalah 1
(satu) bulan sctclah ditcrimanya SKPDKB atau SKPDKBT
olch wajib pajak atau pcnanggung pajak.

Apabila semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dipcnuni paling lambat 1 (satu) bulan sejak
diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh wajib pajak
atau penanggung pajak, maka dikenakan sanksi
adminisirasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari
pokok Pajak Mincral Bukan Logam dan Batuan setiap
bulan terhitung dar pajak vang kurang bayar atau
terlambat dibayar dan ditagih dengan STPD.

BAB XV
TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 32

Dalam hal pengawasan, Kepala BPPRD dapat
menetapkan dan menempatkan petugas yang dilengkapi
surat tugas dan/atau peralatan.

Penempatan peralatan s=bagaimana dimaksud pada ayat
(1) berfungsi sebagai alat Kkontrol setiap Kkegiatan
transaksi.

Penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk melakukan pengawasan operasional dan
perhitungan data omzet dengan batas waktu tertentu
dan/atau dengan pertimbangan garis tertentu.



(4)

(2)

(3)

(4)

(5)

Setelah dilakukan pengawasan dengan batas terteita
yang akan ditctapkan oleh Kepala BPPRD, maka wijih
pajak atau penanggung pajak berkewajiban untuk
mengisi dan mendatangani berita acara bl

pengawasan.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33
Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajalk Mineral
Bukan Logam dan Batuan diberikan inscntil atas door
pencapailan Kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayet (1)
ditetapkan mclalui Anggaran Pendapatan dan DBcisig.,
Daerah tahun berjalan.

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi
pendapatan.

Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk :

a. Bupali : 0,50% (nol kama lima puluh
perseny;
b. Wakil Bupati : 0,25% (nol koma dua puluh

lima persenj;
c. Sekretaris Daerah  : 0,25% ( nol kama dua puluh
lima persen); dan

d. BPPRD dan Instansi tcrkait yang mem'.untu
melaksanakan pemungutan Pajak

4% (empat persen).
Pemberian dan pcmanfastan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Lampung Sclatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

DR

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3% gyanuari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

FREDY SM
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR (1



LAMPIRAN1 : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 Januari 2018

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN FORMULIR PENDATAAN Tanggal Pendataan
LAMPUNG SELATAN PAJAK DAERAH

BADAN PENGELOLA PAJAK

DAN RETRIBUSI DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN
J1. Mustafa Kemal No.45 LOGAM DAN BATUAN | .riiiiiiiiriiieieeanns

Kalianda
Kabupaten Lampung Sealatan
A. NPWPD

L) I T T ) 1] [T

B. NAMA WAJIB PAJAK

C. ALAMAT WAJIB PAJAK

D. NAMA USAHA

E. ALAMAT TEMPAT USAHA

F. DESA / KECAMATAN

G. TELPHONE
Kalianda,

Petugas Pendata
o .)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :

Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam

NPWPD (apabila sudah ada)
Kolom B, C,D, E, Fdan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam

Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada)
atau diisi sesuai keadaan /lokasi usaha

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN




LAMPIRAN II : PERATURAN BUP. LAMPUNRG SELATAN
NOMOR : ‘TAHUR 2018

TAWGaaL: 3 Januari

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN

2018

PEMERINTAH EABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Nomeor Formulir

11

Telp. 0727 7320321

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK BADAN

1
2
3

1
2

S
6
7

L E

Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.

Beri tanda V pada kotak  [[Jhng tersedia untuk jawaban yang diberikan

Setelah Formulir pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali

kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dacrah Kabupaten Lampung Selatan di Katianda

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN

Nama Badan/ Merk Usaha

Alamat (Potocopi Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
- Jalan / No. :

- RT/RW/RK :

- Kelurahan

- Kecamatan M

- Kahupaten / Kotamadya H

- Nomor Telepon :

- Kode Pos :
Surat izin yang dimiliki (Photocopy Surat Izin harap dilampirkan)
- Surat Izin tempat usaha : No. ...... ... Tgl

E___:I:] Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
[ -] Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

] Hiburan

]  Hotl

—3 Restoran

Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

- Kabupaten / Kotamadya :
- Nomor Telepon H

- Kode Pos i |

Kewajiban Pajak

Pgjak Hotel

Pajak Restoran

Pajek Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Pencrangan jalan

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walect

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Hoooonoon

DIIS! OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWPD Yang Diberikan

DISI OLEH PENERIMA
Diterima tanggal :
Nama Jelas / NIP Nama Jelas / NiP

Tanda Tangan Tanda Tangan

. —— G D N St D R S e R A = = Gunting Disini . — G . G G SR S I IR TS SN IR G ED SR G e

NAMA
ALAMAT P g UG U

TANDA TERIMA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 01 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 Tanuari 2018
BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN No SPTPD 1 eeerecereecesireecacmans
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Masa Paiak .
J1. Mustafa Kemal No.45 j D eetrseerescnacseaans
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pajak D svesessseecsvannesonns
SPTPD

{ SURAT PEMBERITAHUAN PA.JAK DAERAH)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I N.PW.P.D oo Kepada Yth.

(100 [TTTITT] [T [T e—

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam ran 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.

2. Beri nomor pada kotak|__|yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

3 Setelah diisi dan ditanda tangani, barap di serahkan kembali kepada BPFRD Kabupaten Lampung Selatan
paling lambat : pada tanggal ..................... (Official Assesment) den tanggal 15 bulan berikutnya ( Self
Assesment).

4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan untuk Wajib
Pajak yang berdasarkan Official Assesment dan denda untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Self Assesment.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data Obyek Pajak

No Mineral Bukan Logam dan Batuan Volume/ tonase Harga pasar /
_(lihat keterangan) _(M? / Ton) Nilai standar

r e RPD cooeeevvroeene
2 |l v Rp cooverces
| s Rp coceveiennns
4 | eeeeeeees Rp oo
S5 | e Rp e
6 | l eeeeseene RD coreeinnns

eteran :

Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Asbes 21. Opsidien

2. Batu Tulis 22. Oker

3. Batu Setengah Permata 23. Pasir dan Kerikil

4. Batu Kapur 24. Pasir Kuarsa

5. Batu Apung 25. Perlit

6. Batu Permata 26. Phospat

7. Bentonit 27. Talk”

8. Dolomit 28. Tanah serat (fullers earth}

9. Feldspar 29. Tanah diatorne

10. Garam Batu (helite) 30. Tanah Liat

11. Grafit 31. Tawas (alum)

12. Granit / Andesit 32. Tras

13. Gips 33. Yarosif

14. Kalsit 34. Zeolit

15. Kaolin 35. Basal

16. Leusit 36. Trakkit

17. Magnesit 37. Mineral Bukan Logam dan

18. Mika Batuan lainnys sesuai dengan

19. Marmer Ketentuan peraturan perundang-

20. Nitrat Undangan

B. DISI OLEH WP SELF ASSESMENT

1. Jumlah nilai jual dan pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam
tahun pajak tertentu :
a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual)
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)
d. Pajak terutang (b x c)

2. Jumlah nilai jual dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen):

a. Masa Pajak Tl eeiiiriiiirnnnees s/dTel ..coeeeeenenn
b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual) CORD e

C. Tarif Pajak (sesuai Perda) D erresrevesrnseersienunn %

d. Pajak terutang (b x c) DORP e




c. DOSI OLEH WP OFFICIAL ASSESMENT
a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual) : Rp
D.PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi seswai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku,saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami
beritahukan tersebut diatas beserta lampiran —lampirannya adalah benar,lengkap dan jelas.
4.',,“.«.,€;q..is.ﬁa.k__.,.-
~ Nama jelas
E.DISI OLEH PETUGAS PENERIMA BPPRD
Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki
1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh pejabat BPPRD)
2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)
Diterima tanggal
Nama petugas
NIP
(eorrearacianinncaniiice )
________________________________________________________ Guating dising ||
No SPTPD : ..coociiiiinrnrienennnns
TANDA TERIMA
NPWPD e eetieeer sttt eensseeearnbsennvrevrsnan st sanannes
NAMA = ittt ent s teene i astanesescnaarnes
AlaMAE 0 rieieireeneeristrenanestisteeasatesensantnsanssaseaesanasenan
..................... tahun........
Yang Menerima
R )

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 01 TAHUN 2018
TANGGAL: 3% T1anuvari 2018

BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Kol. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda
Telp. 0727 321302

NPWPD : (OO TITTICC1C013
Kepada Yth.

oooooooooooooooooooooooooooo

SURAT TEGURAN
UNTUK MEMASUKKAN SPTPD

J\'[o] 1 s Lo ) o

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum
memasukkan SPTPD yang telah Saudara terima untuk diisi.

Maka dengan ini kami minta agar Saudara menyerahkan kembali
SPTPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat ini.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara indahkan, maka kami
akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak *) yang Saudara miliki
secara Jabatan, yeng akan merugikan Saudara sendiri.

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat
dipenuhi sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
KEPALA BPPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NIP.
*) Coret yang tidak perlu
e e = GULing Disini == = ——————————
TANDA TERIMA
NPWPD PR
Nama D et reiecieieececiee e seaeaaes
Alamat D e tereeriiiir et eas

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Q-QV\/VW\/W\/

ZAINUDIN HASAN



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 01 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 Januari 2018
BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
PEMERINTAH EABUPATEN LAMPUNG SELATAN SKPDKB
2] BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAN KURANG BAYAR) No. Urut
J1. Kol. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda Masa Pajak CR MM TTITT 1
Telp. 0727 7320321 Tahun Pajak D arsesmeeceasnaeesees
Nama I emutestmsessmsmssssessesiasasseensnsesnsassnnaseenas
Alamat I tteressereransscnsssnsnsianannsisesnsaenannanrsarnns
NPWPD 38 i Y S S A N N A o |
Tanggal Jatuh tBMPO .ccviciieeemmcccceeneccrere e tre e s aeeennas
I. telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Ayat Pajak :
Nama Pajak D eemeemessaseececssssassvisasasnansessereerasssnasnes
il. Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumiah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang terhutang Rp.
3. Kredit Pajak
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
b. Setoran yang dilakukan Rp.
¢. Lain-lain Rp. -
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + ¢) Rp -
4, Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3¢) Rp.
5. Sanksi administrasi :
a. Bunga (Ps 97 (12)) Rp
b. Kenaikan (Ps 97 (5)) Rp
¢. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b} Rp -
6. Jumiah yang masih harus dibayar (4 + 5c) Rp.
Dengan Huruf : I I

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah ( Bank Lampung ) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima. dikenakan sangsi atau
berupa bungga sebesar 2% perbulan.

rettereaarnnennianey seneaneneeees TANUR L
a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPALA BPPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

....................................

Gunting disini

NO.SKPDKB: .....ocooenniiiiveaeeeen,
TANDA TERIMA
NAMA
ALAMAT
taeraeneannennny senrensnenne. TAMID L
YANG MENERIMA,

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

i

ZAINUDIN HASAN



LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2018

TANGGAL: % JTanuari _ 2018

BENTUK DAN IS| SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

PEMERINTAE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SKPDKBT
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUS) DAERAH TAMBAHAN) No. Urut
Ji Kol. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda Masa Pajak D eeseeenereaenans MM T ITT T
Telp. 6727 7320321 Tahun Pajak o
Nama
Alamat :
NPWPD OO0 C I I I ©™© T i\ C1.JacTT
Tanaaal JAtUh tBMDO ccviiicrmcicrecsunerrinreteuemsasennscasamsessonnanans
l. telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Ayat Pajak w1 1 1 1. 111
Nama Pajak :
Il Dari Pemeniksaan atau Keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang terhutang Rp.
3. Kredit Paiak
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
b. Setoran yang dilakuken Rp.
¢. Laindain Rp. -
d. Jumiah yang dapat dikreditkan (a + b + c) Rp -
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) Rp.
5. Sanksi administrasi :
a. Bunga Rp
b. Kenaikan Ro
¢. Jumlah Sanksi Administrasi (3 + b) Rp -
6. Jumiah yang masih harus dibayar (4 + 5¢) Rp.
Dengan Hunuf : [ |
PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah ( Bank Lampung ) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang Dibayar setefah lewat waktu paling lama 30 han sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% per bulan.
eeeeereene i eaenay rermrnereses FAMUN Lo
a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPALA BPPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

....................................

NIP. ...ooooooniennmeninnsecennene
¥ I N D G GIID NS GEED MEED GEED GEED GEED GEED GEED SEES e GunﬁngdiSini S EED D I S R B S D D R D AR AN SR S R S SIS
No. SKPDKBT :
JANDA |

NPWPD
NAMA
ALAMAT

PPN £ |17 [PURO

YANG MENERIMA,
( ]
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

g



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2018

TANGGAL: » Januari  ao18
BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

My PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SKPDN
m BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL} No. Urut
%] JL Kol. Mustafe Kemal No. 45 Ealianda
Tolp. 0727 321302 Masa Pajak RO, 11111
Tahun Pajak 2 eeeememnreereerecens
Nama
Alamat :
NPWPD I r I 1 c T
1. Telah dilakukan pemeriksaan atau ke lain atas pelaksanaan kewajiban :
Ayat Pajak | | i ] i I | ]
Nama Pajak L renrenresseresetrieesnessnaneretianmesesriortnansosrastassore

- Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumilah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

. Dasar Pengenaan Rp
2. Pagjak yang terhutang Rp
3. Kredit Pajak

a. Kompensasi kelebihan dari tabun sebelumnya Rp
b. Setoran yang dilakukan Rp
c. Lain-lain Rp
D. STP (pokok) Rp __
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + ¢ + &) Rp -
4. Jumlah yang harus dibayar (2 - 3¢} NIHIL
.................................. Tahun .........c.c....
a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
KEPALA BPPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NIP.
. S I e S G S B S S S S Guntlngdlslnl S G WS S G M VNS ML W GEn GRS IR S S S S
No. SKPDN :  ...ivemmriiiiisnnnnnnnes
TABEDA TERIMA
NP WPD © ittt iirieascciseasin s s seessansssss seasaassanssstacessirarssonaemense
NAMA et ie e et st ir e s hes et se s en e s se s ana ne e s e s anens
ALAMA L i trecaeti s aetastneasrtanss sssasstrsasssrastrnerasstesanestrsananans
........................... , 20....
YANG MENERIMA,
(eevemeanermeroearerarsennes )
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

o rnnn—

ZAINUDIN HASAN



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL: 3 _Januarli  zo1s

BENTUK DAN FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SSPD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH { SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
JL Kol. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda Tahtm cccecercncccecanesn
Telp. 0727 7320321
Nama
Alamat
NPWPD e 1 1 Je Jerl
: [} skep ] s [0 ramv-Lamv
] seror O sereo
[ sxroxs ] sxremseETULAN
] sxeoker ] sk xesEraTAN
Masa Pajak : .........coce.enee. Tahun : ......ccooveevennenes No. Urut: ...............
No Ayat Jenis Pajak Daerah Jumlah (Rp)
Rp.
Jumlah Setoran Pajak Rp.
Dengan Huruf :
Ruang untuk Teraan Diterima Oleh, = |  .eviaenees ) eereremeneeranrensene seaesvsenseeran
Kas Register/Tanda Tangan Petugas Tempat Pembayaran
Petugas Penerima Tanggal D Penyetor
Tanda Tangan : ..................
Nama Terang : .........eceennn [ ceveremmerinennninniincnsenneacss )
*) Beri tanda V pada kotak D sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

D —

ZAINUDIN HASAN



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPA’ r.un'um SELATAN
NOMOR : F TAHUN 2018
TANGGAL: ~ Januari 2018

BENTUK DAN FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN STPD
m‘ BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUS! DAERAN (SURAT TAGHHAN PAJAK DAERAH) No. Urut

Z Ji. Kol Brstata Kemal No. 45 Kalianda

Tolo. 8727 321302 Masa Pajak | N O O |
Tahun Pajak

Nama
Alamat .
NPWPD OO0 C I 1 1111

Tanggal Jatuh tempo

1. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

avatPapk o] § 1 1 | 1 1|
Nama Pajak :

It.  Dari Penelitian dan atau Pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumiah yang masih harus dibayar adatah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang dibayar Rp
2. Sanksi administrasi

a. Bunga Rp
3. Jumiah yang masih harus dibayar (1+ 2a) Rp

Dengan Huruf l ]

|PE ATIA

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah ( Bank Lampung ) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD).

2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setetah lewat waktu paling lama 30 hari STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% per bulan

..Tahun ................

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
KEPALA BPPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

....................................

NIP.
. D G D L G D S e S S . Guntingdisini § O S S D WD S L S S S S S S
No. STPD:
TANDA TERIMA
NPWPD
NAMA
ALAMAT :

YANG MENERIMA,

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

2

ZAINUDIN HASAN



LAMPIRAN X : PERATURA BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2018
TANGGAL 3 Tanuari 2018

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Mustafa Kemal No.45 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp/Fax. (0727) 321302

—————————

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
YANG TERUTANG

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas
permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan Nomor ......... tanggal terdapat/tidak
terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan
besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
terutang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Selatan tentang ............. ;

Mengingat : 1. Peraturan Daecrah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

2. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor ...... tentang
Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan;
Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan atas nama ............... tanggal ..........

yang diterima lengkap oleh Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada
tanggal .............

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada
Wajib Pajak :
Nama Wajib Pajak D eeetrereestacerttecnertenereneanrnrenenernannns



Alamat Wajib Pajak D eeeeretsccen e se s aneneee
Nama Usaha D eeereecececercacresassserecesecnssesansnnnanns
Alamat Usaha T eeereesereaccnsetrenctianetneseantatanraaenns
Besarnya Pengurangan :© .....c....ccveiciiiiiiiiiiininciaienenes

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana
dimaksud pada Diktum kesatu Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai ‘

berikut :

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp ..............

yang terutang :

Besarnya Pengurangan (... % x Rp ...) Rp .oeeenenee

Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Rp ..............

Batuan yang seharusnya dibayar

(emeee e teeeeeeeeeeeeeeeeeanae et e e e e s enee eetenaneeateeetenenen st e eeeneeeneenene )
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalianda
pada tanggal :

a.n BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPALA BPPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

------------------------------

*) coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

W

IN HASAN
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